57

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online ditinjau dari
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 Undang-
undang Nomor 27 ayat (2) yaitu:
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki
muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2)
di pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda
paling banyak Rp.1000.000.000.00 (satu milyar rupiah).
2. Adapun beberapa upaya yang dilakukan Polresta Mataram dan Hambatan-
hambatan dalam menanggulangi kasus perjudian online:
a. Uapaya
1) Himbauan
2) melakukan upaya paksa, seperti melakukan penangkapan dengan
tujuan memberantas perjudian online.
3) Pembentukan Tim Khusus:
a) Tim lidik
b) Tim opsnal
¢) Tim lapangan
b. Adapun hambatan hambatan yang dihadapi oleh polres mataram dalam

menanggulangi kasus perjudian online yaitu hambatan di tahap

penyelidikan:
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1) Tahap pengumpulan bukti-bukti
karena media yang digunakan sebagai tempat berlangsungnya
perjudian pun dapat diakses oleh semua orang pada penjuru global
sehingga sulit buat ditelusuri dan menemukan alat bukti yang
digunakan dalam melakukan praktek perjudian online, karena indera
yang digunakan merupakan komputer.

2) Penerapan hukum kepada pelaku perjudian online dilihat dari
kendala peraturan perundang-undangan, bahwa perundang-
undangan yang ada mengatur tindak pidana perjudian online atau
menggunakan sistem elektronik ialah Pasal 27 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun
undangundang tersebut menimbulkan dualisme persepsi hukum,
sehingga mengakibatkan penegak hukum sulit dalam memberikan
hukuman.

3) Masyarakat kurang peduli terhadap perjudian secara online, seakan
acuh tak acuh terhadap tindak pidana perjudian online.

B. Saran
Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polres Mataram peneliti
memberikan saran sebagai berikut:
Supaya dalam penangan tindak pidana perjudian online lebih efisien apabila
unit yang menangani cyber patroli ada dan sampai pada tingkat polresta tidak

hanya di Polda saja, buat meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi sang
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Polresta Mataram pada menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online.
Memang hal tersebut bukan semata-semata karena tidak diinginkan,
melainkan karena sesuai dengan peraturan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang semua Organisasi dan Tata Kerja

Kepolisian Daerah.
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